BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 420/ 32, /Kpts/BPT-PS/2011

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LINGGO SARI BAGAN 11

Menimbang

KABUPATEN PESISIR SELATAN RIS

T a. bahwa untuk menampung lulusan siswa Tingkat SLTP Kabupaten Pesisir Selatan

maka Pemerintah Doersh Kabupaten Pesisir Selatan merasa perlu mendirikan
lembaga pendidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan yang diberi nama Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 1 Linggo Sari Baganti (SMKN 1 Linggo Sari Baganti)
yang berlokasi di Simpang Lagan Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selstan;

b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan administrasi sekolah maka perlu
dibuat Struktur Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Linggo Sari

Baganti;

c. bdmﬁudasahnpuﬂ:nbmgmsehmakmdnmkwdpadahnfadanw
b, dipandang periu ditetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir

Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Ungkungan Daerah Propinsl Sumatera Tengsh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) fis Undang-Undang Drt
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
MMMTmzoosmw,_mmm
Republik Indonesia Nomor 4286);
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4438);
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Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
mmmwmmwmmwa);

+Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran

..MWMTNMWN,TMMNW
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(Lembaran mmmwmmm,rm
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
mmmom,:mmnwmmmumwm
Indonesia Nomor 5157);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);

mwmmmwrwmmﬂmdar
Pemeliharaan Satuan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Peslsir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun
anggaran 2011;

Peraturan Bupati Pesisir Selaten Nomor 1 tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Peslsir Selatan Tahun
Anggaran 2011, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir
mmmwmllmmmmmw
Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaren Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/8/Kpts/BPT-PS/2011, Tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, Sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/147/Kpts/BPT-
PS/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 900/8/Kpts/BPT-PS/2011 tentang Penunjukan Pegawal Negerd Sipil
Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Linggo Sari

Menetapkan Struktur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Linggo Sari Baganti
sebagaimana tercantum pada Lampiran IT Keputusan ini;



KETIGA : Segala blaya yang timbul akibat keluamya Keputusan Bupati Ini dibebankan

‘kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan inl mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalem penetapan inl akan diperbaiid kemball sebagaimana
mestinya. :

Tembusan, Yth. :

PHNOPMA@PNE
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Sekretaris Jenderal Pendidikan di Jakarta.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.

Dirjen Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan,
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Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
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